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Perihal : Pedoman bagi perslapan pemin-
dahan 1bu kota Kabupaten Dae=
rah Tingkat II o= Yth.Para BUPRTI KEPALA DAERAH

o e W A Vo AL T e K I1
sa-

SUMATERA BARAT,-

aeEsoromamasamems

Dengan ‘hormat,

Pada akhir-akhir ini terdapat keinginan dari beberapa Pemetrin-
tuk Daerah Tingkat II untuk memindahkan ibu kota Kabupaten yang ber =
sangkutan ke lokasi lain dari yang telah ditetapkan dalam Undang-un =
dang pembertukan Daerah Tk.II itu sendiri.

Untuk menjaga jangan sampai terjadi kekeliruan dalam perencana
an pemindahan ibukota Kabupaten Daerah Tk.II,dengan ini kami berikan—
pedoman~pedoman sebagai berikut :

z@ £Z~1t¢x —» 1, Pemilihan lokasi ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II yang baru ha-
\/ e AT 1 - s»., ' ruslah dengan memperhatikan : e ]

—— 4,.éﬁu4if15' a. Aspek strategis,ialah lokasi ibukota Kabupaten haruslah memper—
timbangkan efisiensi dalam "Span of control" penyelenggaraan Pe
merintahan serta searah dengan kebljaksanaan pembangunan regio-—
nal.

be Aspek tehnis, ialah lokasi ibukota Kabupaten harus mempunyai fa
silitas ( kemudahan ) tehnis seperti persediaan air,keadaan =
daya dukung tanah,persediaan tanah kosong serta kondisi pemili-
kan dan penggunaan tanah dan yang dlutamakbn tanah~tanah yang -
kurang subur,.

C. Aspek administratin, ialah lokasi ibukota Kabupaten harus mem -
pertimbangkan kemudahan pengelolaannya, kemampuan pembiayaan,
serta aspek-aspek yang berhubungan dengan hukum.-

2« Prosedur pemindahan ibukota Kabupaten diatur sebagai berikut :

a. Pemindahan ibukota Kabupaten diusulkan oleh Pemerintah Daerah =

Tingkat II yang bersangkutan kepada Menteri Dalam Negeri mela =—
lul Gubernur Kepala Daerah Tingﬁht Te

be Usulan dari Pemerintah Daerah Tingkat II tersebut hendaklah me-
lampirkan Keputusan DPRD Tingkat II yang bersangkutana

C:) Penelitian lapangan yang dilakukan oleh Team dari Departemen Da-
lam Negeri bersama Pemerintah Propinsi Tingkat I dan Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II.-

d. Hasil penelitian sebagai bahan untuk menyusun Rancangan Peratu -
ran Pemerintah tentang pemindahan ibukota Kabupaten.-

es Rancangan Peraturan Pemerinégh tersebut sebelum diajukan pada =
Presiden dipertimbangkan lebih dulu oleh Dewan Pertimbangan Oto-
nomi Daerah ( DPOD ).-

Demikianlah kami sampaikan pada Saudara untuk menjadi perhatian

seperlunya, -
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUM,BARAT,
Ndate Qs
TEMBUSAN & ( Ir. AZWAR ANAS )
. Yth.Sdr.Walikotamadya KDH,Tk.I1 Pisalin menurut bunyl aslinya oleh ;Staf Ba
se Sumatera Barat. glan Pemerintahan,
A det.0.
2.,Ythe Sdr.Ketua BAPPEDA Tingkat I (ERMINA BA)
Sumatera Barat.- Nip.01009725}.—

Disalin dari salinan deng
oleh Staf Sekretariat D

bydyi yg sama ,
<R PepAab.Dati IT Agrm.
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

— -

Jakarta, 15 Februari 1984,

|
; Kepnda

¢ 135/813/PUOD. :
. Yth, Sdr., CGubernur Kepala Daersh

e! : Tinglot 1 Sumatere Barat
Femindnhan Ibukotn Knbg i :
paten Daernh Tinghat Il di PADANG,=

, hgatme=~ '

Sehudbungan dengan surat Gubernur Kepala Daersh Tingkat I Su

matéra Barat tanggzl 5 Oktoder 1982 Ho, 120/4413/FUN1.82 perihal
usul pemindabhan Ibukotn Kabupaten Daeroh Tingknt 11 Agam, bersama
./ni dengan hormat kami beritahukan hal-hal nebagal berikuvt

1« Bahwa Rancangan Feraturan Femerintah tenterg Pemindahan Ibuko
ta Kabupaten Daersh Tingknt II Agam ke Lubuk Bé;ﬁns pada prin
sipnya telah disetujul oleh Bapak Menter! Dalaom Negerdi,

Sesual dengan Reputusan Presiden Mo, 23 Tahun 1975 tentang De
wan Pertimbangan Otonomi Daersh, mnka nnncnnganfﬁeraturan Feme
rintah tersebut Lolah diajukan Kepnda para tenteri Anggote De
wan Pértimbangan Otonowi Daerah melalul surat Menteri Dalam le
gerl No. 135/674L/1'UOD s8/d lio. 135/679/PUOD tunggal'z Pebruari

© - -1984 untuk dimintalan tanggopan/pendapat dari pata Menteri ter
‘sebut, . S :

2. Sementnra meninggu prosens pengesnhan Rancangan Peraturan Fewme
.‘: rintah dimoksud dapat kiranya Pcmerintah Daerash mulal mengada
7 kan persispon untuk pengaturan tata ruang di iota Lubdbux Basung.

3. Segala pembiaynen 'yong diperldkdn'untuk penindahan Ibukota Ka
bupatén dibebankan kepnda anpgghran Pemerintah Loerah Kabupaten
[ Daegnp Tinglkat 11 ipam dan pelokoanaunnyu,dilahuxan secara bder
Al ~tahsp sesual dengan kemampuan kouangan Daeranh,

lj'; G
b%’ Demi)lon untult menjadi perhantian Saudara..

-

i ; | 2\ et D | ==

BN R 3 - |
AN R \\fi/;éﬁr SADARA.

3dr's Bupatl Kepoln Daersh
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PERATURAN PEMERINTAI RiFPUBRLIK INDONIESIA
PHOMOR & 'l‘/\lli.?.’.' 1098
TENTANG
PEANNDANAN IBUKOVA KABUPATEN DAERAIL TINGKA'T 1T AGAM
DARIWILAY AN KOTAMADYA DAERAI TINGKAT IT BUKITTIMNGGI
Ki: ROTA LUBUIL BASUNG DI WILAYAI KECAMATAN

I LRV RPASUNG KABUPATEN DATRAT TINGKAT 11 AGAM

PRESIHYEN REPUBLIK IMIXONESIA,

T nimbang - a. bahwa dalam rangka meningkatkan diavaguna dan hasilguna
penvelenzgaraan pemerintzhan serta pembangunan di Daerah,
maka pasat pemerintahan Kabupaten Dacrah Tingkat 11 Agam
vapg st i berkedudukan di wilayah Kotamadya Daerah
Tinckat I Bukittinggi dipandang perlu untuk dipindahkan ke

lokasi di wilayah Kabupaten Dacrah Tingkat 11 Agam;

h. bahwa ola Lubuk Basusg di wilayali Keeamatan  Lubuk
Basunz  Kabupaten Daerah Tingkat 11 Agam dipandang
memennhi syarat untuk  dijadikan lokasi Ihukota Kabupaten
Dacrah Vingkat 11 Agam; .

i babwa sesuai dengan ketentean Pasal 4 ayat (3) Undang-undang
Momor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di
Dacrah, maka pemindahan ibuketa Kabupaten Daerah Ting-
kat 11 Agam ‘dari wilayah Kotamadya Daerak Tingkat 1
Bukitingel ke Kota Lubuk Basung i wilayah Kabupaten
Dacrah Tingkat 11 Agam perlu ditetapkan dengan Peraturan

PPemerintah;
Aengingal < | Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945,

L
2. Undang-
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESTA

NIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAHK
JALAN MEDAN MERDEKA UTARA NOMOR 7 - JAKARTA 10110

Jakarta, . 4 Jie i 1998

Nomor COTT/DAE Tem/TTT =« N8, Kepada
Sifint AL 2 ol .
Lampiran 2 (dua) exsp. YORRL o .“-'.\7lh.".Sdr',"'Guhcrnur Kepala Dacrah
Perihal . Penyampaian Peraturan Pemerintah " gkat I'Sumatera Barat.
No. & Tahun 1998 dan Inmendagri [ di- '+ .
No. 12 Tahun ]998. ] PADANG .

Bersama ini dengan hormat disampaikan :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ihukota
~ Kabupaten Daerah Tingkat 1T Agam dari Wilayah Kotamadya Dacrah
Tingkat 11 Bukittinggi ke Kota Lubuk Basung di Wilayah Kccamatan
Lubuk Basung Kabupaten Dacrah Tingkat 11 Agam:

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1998 tentang Petunjuk
Pclaksanaan  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1998 tentang
Pemindahan Thukota Kabupaten Dacrah Tingkat 11 Agam dari Wilavah
Kotamadya Daerah Tingkat Il Bukittinggi ke Kota Tubuk Basung di
Wilayah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Daerah Tingkat 11 Agam.

Peraturan Pemerintah dan Instruksi Mentert Dalam Negeri terscbut
kiranya dapat ditindak lanjuti scbagaimana mestinya.

Demikian untuk maklum. “2

AN. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL
PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERATI

U.B.
FKITUR

11.S.A. YYSACC

TEMBUSAN : kepada
“Yih. 1. Bapak Divektur Jenderal PUOD, sebagai laporan.
2. Sdr. Bupati KDIT Tk. 11 Agam di Lubuk Basung

s anrr sy

2. Undang-
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MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 12TAHUN 1998

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II AGAM DARI WILAYAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BUKITTINGGI KE KOTA LUBUK
BASUNG DI WILAYAH KECAMATAN LUBUK BASUNG
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il AGAM

Menimbang

Disk . HDDCMPL - Agrtspte ' INAGAM

a.

MENTERI DALAM NEGERI

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota
Kabupaten Daerah Tingkat II Agam Dari Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat IT Bukittinggi Ke Kota Lubuk
Basung Di Wilayah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten
Daerah Tingkat II Agam, perlu diambil langkah-langkah
untuk segera melaksanakan pemindahan Ibukota dimaksud
secara berdayaguna dan berhasilguna;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang
perlu untuk mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri
sebagai pedoman lebih lanjut bagi Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1998 tersebut;
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